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Abstrak

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang mengikat antara suami dan istri, ikatan ini
merupakan ikatan yang sakral dan agung karena ikatan ini bukan semata-mata ikatan yang
mengikat antara suami dengan istri, tapi juga merupakan ikatan kedua mempelai dengan Allah
subhanahu wata’ala. Suami dan istri ya dﬂgi:elﬁa_dalam ikatan pernikahan masing-masing
bertanggung jawab penuh kepad H%ﬁ?g 1 élsz‘%}lakan tugas dan kewajiban masing-
masing sebagai pasangan suampivstri. Terdapat perbeda da hasil penelitian sebelumnya
terkait permasalahan ini terufama pada hasil yang diperoleh ai} hukum Islam. Namun, penulis
melihat bahwa penelitian %elumnya belum melakukan kajian‘yang lebih komprehensif lagi
terhadap studi literatur a% kitab para ulama madzhab. Oleh karena,itu, penulis ingin mengkaji
lebih lanjut tentang peﬂri%pat pada setiap madzhab fikih terkait pgtanggungjawaban hutang
suami istri agar bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan bisa mewakili
masing-masing pendapat para ulama fikih Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka,
data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dihimpun dari berbagai sumber yang terkait
dengan topik melalui artikel ilmiah, skripsi dan Kitab para ulama serta dokumen resmi lainnya
yang menghadirkan data dalam bentuk kalimat atau ungkapan narasi. Kesimpulan berdasarkan
pembahasan tinjauan hﬁlm positif Indofiésia adalah bahwa jikaﬂah satu pihak suami istri
berhutang tanpa sepengetahuan pihak-lainnya dan-hutang tersebut merupakan hutang yang
disepakati bersama mak&y ng bertanggungjawab melunasi adalah kedua belah pihak
secara bersama-sama. Naméj abila hutang ;tersebut dil{k% tanpa sepengetahuan dan
persetujuan pihak lainnya baik_.digunakan untuk ke ngan pribadi atau kepentingan
bersama karena menggunakan haé&é@zﬁaw@é\ ertanggungjawaban hutang tersebut
dibebankan kepada pihak yang berhutang=tanpa melibatkan pihak lainnya. Sedangkan
kesimpulan dari pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban hutang
suami istri dalam ikatan pernikahan adalah hutang suami adalah tanggung jawab suami.
Adapun hutang istri pada asalnya adalah tanggung jawab suami, namun para ulama fikih Islam
memberikan penjelasan terkait hal-hal yang dapat menggugurkan tanggung jawab suami dari
membayarkan hutang istri. Inilah yang menjadi bantahan sekaligus bahan diskusi terhadap
penelitian-penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di pendahuluan.

Kata kunci: Hutang suami istri; tinjauan hukum Islam; tinjauan hukum positif Indonesia

Diserahkan: 04-07-2024 Disetujui: 06-07-2024. Dipublikasikan: 08-2024



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b} Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Ramadhan, Misbahuzzulam

Abstract

The marriage bond is a sacred bond that binds husband and wife, this bond is a sacred and great
bond because this bond is not only a bond that binds husband and wife, but is also a bond between
the bride and groom and Allah subhanahu wata'ala. Husband and wife who are in a marriage bond
are each fully responsible to Allah in carrying out their respective duties and obligations as
husband and wife. There are differences in the results of previous research related to this problem,
especially in the results obtained from Islamic law. However, the author sees that previous research
has not carried out a more comprehensive study of literature from the books of madzhab scholars.
Therefore, the author wants to study further the opinions of each school of jurisprudence regarding
responsibility for husband and wife's debts so that they can get more comprehensive conclusions
and can represent the respective opinions of Islamic jurisprudence scholars. This research is library
research, the data collected for this research was collected from various sources related to the topic
through scientific articles, theses and books by scholars as well as other official documents that
present data in the form of sentences or narrative expressions. The conclusion based on the
discussion of the Indonesian positive law re mzi that if one of the husband and wife is in debt
without the knowledge of the other gi@;f‘% e édbﬂ§§/mutualb/ agreed upon debt then both
parties are jointly responsible fc @aying it off. Howevety Jf the debt is incurred without the
knowledge and consent of the éﬁf party, whether it is used fo onal interests or joint interests
because of using joint assets;then the responsibility for the debt ischorne by the party who owes it
without involving the othér~party. Meanwhile, the conclusion from discussion of the review of
Islamic law regarding t‘izz responsibility of husband and wife's débts in marriage is that the
husband's debts are the ﬁsband 's.responsibility. As for the wife's debt,‘f;s originally the husband's
responsibility, but Islantic jurisprudence scholars provide explanations«egarding things that can
abort the husband's responsibility to pay the wife's debt. This is a rebuttal and discussion material
for previous research tl’gﬁ the author mentioned in the introduction. :

oy

Key words: Husband andWife debt; review dfislamie law; review of Iidonesian positive law
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I. PENDAHULUAN
Agama Islam memberikan solusi bagi para ummatnya dalam memenuhi kebutuhan
biologis maupun psikis dengan syariat pernikahan. Dengan menikah kedua pasangan
dapat saling menyalurkan kebutuhan dan syahwatnya serta memperoleh ketenangan
dan kasih sayang baik melalui pasangannya secara langsung atau berupa berkah dan
rahmat dari Allah subhnahu wata’ala.

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang mengikat antara suami dan istri,
ikatan ini merupakan ikatan yang sakral dan agung karena ikatan ini bukan semata-
mata ikatan yang mengikat antara suami dengan istri, tapi juga merupakan ikatan kedua
mempelai dengan Allah subhanahu wata’ala. Suami dan istri yang berada dalam ikatan
pernikahan masing-masing bertanggung jawab penuh kepada Allah dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Allah
subhanahu wata’ala menyebutkan dalam surat Al-Nisaa’ ayat 21:

%\L.Jc W g“’ 5350 él Sy b g FREAC uﬁg%
AN ¥ L L
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-
isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Banyak aspek yané:c('iapat melanggengkan ikatan pernikal%.n, salah satunya adalah
nafkah. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikansseorang suami kepada
istrinya, dengan ter%nuhinya nafkah dari suami, maka istriékan dapat memenubhi
kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah
ayat 233: wn ~

S AP E T N T P
@%&?ﬁﬂ\iw’ /Joéjgdb }"Hu\"ﬁ%’

Dan kewajiban ayaﬁé emberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara
yang makruf. %’J/ —alull peani N

Namun, terkadang masalah\')@l}l’ncul dalam keingdahan ikatan pernikahan. Banyak
masalah yang berpotensi muncul dal'a"m“kﬁahMikahan, diantaranya adalah masalah

ekonomi suami yang menjadi tulang punggung keluarga, ada kalanya ketika suami
mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah keluarganya, sehingga mengharuskan
suami untuk berhutang demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Begitu pula dengan
istri, ketika merasa nafkah yang didapat dari suaminya berkurang dan tidak dapat
memenuhi kebutuhannya berserta anak-anaknya lantas istri berhutang demi
memenuhinya.

Hutang piutang hukumnya boleh dalam syariat Islam, Ibnu Qudamah mengatakan
bahwa para ulama juga bersepakat atas bolehnya akad hutang piutang dengan ijma’ dan
hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (Al-Maqdisi 1979).

Rayah Al-Islam, Vol. 8, No. 3, Agustus, 2024 3
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Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga mengatakan tentang keutamaan memberikan
hutang kepada orang lain, beliau bersabda:

50 8028 BB LoB s (o Lud b

“Tidaklah ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya
dua kali, kecuali ganjarannya seperti bersedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam,
sehingga tatacara peradilan di Indonesia tidak lepas dari hukum islam yang merujuk
kepada pendapat dan perkataan para ulma dan hukum positif berupa undang-undang
yang disahkan pemerintah maupun berupa kompilasi hukum Islam. Kedua hukum inilah
yang menjadi dasar dari peradilan Islam di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas perihal hutang piutang
yang terjadi dalam pernikahan, di antaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Agustin
Hanapi dan M. Furqon yang berj lefi(%ﬁs plﬁén‘gf esaian Utang Bersama Suami Isteri
Ditinjau Menurut Hukum Islafn *Dan-Hukum Positi .]I[I}\s'l penelitian ini adalah bahwa
menurut hukum Islam yi\g,wajib membayar hutang ad':ﬁ] suami dan menurut hukum
positif Indonesia yang wajib membayar hutang adalah sdgmi bersama dengan istri
karena kedudukan sua@i dan istri adalah sama. (Hanapi & Fu'ﬁ:qan 2021).

Berikutnya adalah<skripsi yang ditulis oleh Nico Cholid Tahﬁb yang berjudul Analisis
Yuridis Status dan P ]yelesaian Hutang Suami Istri Dalam Ika‘q&l Pernikahan Menurut
Hukum Islam. Hasilsdari penelitian ini adalah bahwa petftanggungjawaban atau
penyelesaian hutang-tergantung pada pemanfaatan hutang térsebut, sehingga jika
hutang dilakukan ole“Q istri ataupun suami secara pribadi nanitin dipergunakan untuk
kebutuhan rumah tangga maka yang bea'li“’t‘éllng'éﬁr]lg jawab adalah keduanya (Tahlib 2022).

Terdapat perbedaangpada hasil kedua penelitian tersebut terutama pada hasil yang
diperoleh dari hukum ‘I%%;‘ni adalah hal yang biasg%adi karena memang ada
perbedaan pendapat para a dalam af‘inl. Na ug) pénulis melihat bahwa kedua
penelitian di atas belum melakbhﬁp/l%ﬁn ang lehit*Romprehensif lagi terhadap studi
literatur dari kitab para ulama madz arena itu, penulis ingin mengkaji lebih
lanjut tentang pendapat pada setiap madzhab fikih terkait pertanggungjawaban hutang
suami istri agar bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan bisa
mewakili masing-masing pendapat para ulama fikih Islam.

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research yaitu dengan
mempelajari berbagai buku referensi serta penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk
menemukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai suatu topik pembahasan atau
tema (Abdul Azhis 2023).

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang fokus
pembahasannya adalah adanya kekosongan hukum, kekaburan hukum, atau
pertentangan hukum yang dilakukan menggunakan pendekatan komparatif deskriptif
guna memberikan kesimpulan hukum dan memberikan saran terkait persoalan hukum
(Christiawan 2023).

4 Rayah Al-Islam, Vol. 8, No. 3, Agustus, 2024
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Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dihimpun dari berbagai sumber yang
terkait dengan topik melalui artikel ilmiah, skripsi dan kitab para ulama serta dokumen
resmi lainnya yang menggunakan metode kualitatif yaitu menghadirkan data dalam
bentuk kalimat atau ungkapan narasi (Nasution 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Pertanggungjawaban Hutang

Suami Istri dalam Ikatan Pernikahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur permasalahan pertanggungjawaban
hutang suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
disebutkan dalam pasal 35 dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan
adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan menjadi milik masing-masing selama
tidak ada perjanjian lain. Dijelaskan dalam pasal 36 bahwa suami istri berhak atau
dapat bertindak atas harta bersa a{%@?rsﬁgtp an bersama dan termasuk dalam hal
ini adalah melakukan hutang mg\ng Dalam P'}ll Pemerlntah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan dang undang Nomor 1 &n 1974 Pasal 19 mengatur
bahwa suami istri harus s&hng membantu dan melindung ;%tu sama lain dalam segala
aspek termasuk hutan S

Kemudian disebutkan dalam Kitab Undang-undang Huku@Perdata (KUHPerdata)
pasal 119 menyebutkan bahwa setelah terbentuk ikatan pepnikahan maka terjadi
penyatuan harta antara suami dan istri. Pada pasal 123 diseb@(an bahwa suami istri
bertanggungjawab atas hutang yang dilakukan untuk kepentlng'an bersama. Pasal 128
menyiratkan bahwa ~§ham1 istri tidak bertanggungjawab atas-hutang yang dilakukan
salah satu pihak demiskebutuhan pribadi yafg tidak berkaitan dengan kepentingan
rumah tangga bersama.

Hukum Indonesia 1%@ bedakan hutang suami 1str1 enjadi dua, yaitu hutang
bersama dan hutang prib i. Huta—n%w-lbérsama a - hutang yang dibuat atas
kesepakatan atau persetujua a kedua bel; ak hal ini berarti konsekuensi
dari hutang piutang yang dllakukaﬂ&niéngﬂﬁﬁ ua belah pihak dan membebankan
pertanggungjawaban pembayarannya kepada suami dan istri secara bersama-sama.
Adapun hutang pribadi adalah hutang yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu
pihak dan hutang tersebut digunakan hanya untuk kepentingan atau maslahat salah
satu pihak dan bukan merupakan kepentingan keluarga, maka hutang ini dibebankan
kepada pihak yang berhutang tanpa melibatkan pasangan atau pihak lainnya.

Idealnya adalah antara suami istri harus terjalin komunikasi yang baik sehingga
konflik akibat hutang piutang ini tidak terjadi, namun fakta di pengadilan membuktikan
bahwa hal seperti ini masih bisa terjadi akibat dari kurangnya komunikasi dan
pengetahuan tentang kewajiban suami istri dan hukum yang mengikat antara kedua
pasangan suami istri.

Di antaranya adalah apabila istri berhutang demi kebutuhan keluarga tanpa
sepengetahuan suami, menurut hukum positif Indonesia dalam KUHPerdata jika tidak
ada perjanjian pemisahan harta maka suami juga berkewajiban membayarkan hutang
tersebut selama dapat dibuktikan bahwa hutang tersebut digunakan untuk kepentingan
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keluarga, karena pada asalnya jika pasangan suami istri telah melaksanakan pernikahan
maka harta yang didapatkan setelah menikah adalah harta bersama.

Tetapi penulis menemukan sebuah putusan Mahkamah Agung dengan nomor 2691
PK/Pdt/1996 yang memutuskan tentang penggunaan surat rumah yang merupakan
harta bersama sebagai jaminan pinjaman bahwa tindakan yang melibatkan harta
bersama harus dengan persetujuan kedua belah pihak suami dan istri (Munawaroh
2023).

Begitu pula yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan yang meminta
persetujuan kedua pihak suami istri apabila perjanjian tersebut berkaitan dengan harta
bersama seperti dalam pembuatan kartu kredit yang dijaminkan dengan aset harta
bersama (Ginting 2014).

Hutang pribadi yang dibebankan pelunasannya secara bersama-sama oleh kedua
pihak adalah hutang pribadi yan %?Tl &gﬁrl perjanjian dan persetujuan dengan
pasangan. Sebab itu, hutang prlgg %Vang dilakukéhy Itp}lpa sepengetahuan pihak lainnya
tidak dapat dibebankan t ap harta bersama k a tidak adanya persetujuan
(Subekti 1983).

Maka dengan ini pé&uhs menyimpulkan bahwa jika sa{?{h satu pihak suami istri
berhutang tanpa sepeggetahuan pihak lainnya, menurut huly positif Indonesia jika
hutang tersebut merupakan hutang yang disepakati 'jqersama maka yang
bertanggungjawab relunasinya adalah kedua belah pihak-§ecara bersama-sama.
Namun apabila hutalﬁg tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan_dan persetujuan pihak
lainnya baik digunakan untuk kepentingan pribadi atau keperntingan bersama karena
menggunakan harta bersama maka pertanggungjawaban hutang tersebut dibebankan
kepada pihak yang berhutang tanpa melibatkan pihak lainnya:

B. Tinjauan Hukum Eﬁ@ terhadgh_]?g;mnggun% %an Hutang Suami Istri

dalam Ikatan Pernikaha

Hukum Islam mengatur perrﬁﬁéa;_gnaw&ﬂé\ Iglutang dalam permasalahan fikih
yang disebut dengan gardh. Menurut hukum Islam, hutang piutang hukumnya adalah
boleh selama tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur yang dapat mengharamkan akad
hutang piutang tersebut seperti riba. Hukum membayar hutang adalah wajib karena ini
menyangkut hak adami atau tanggung jawab makhluk dengan makhluk yang harus
diselesaikan urusannya di dunia. Islam juga memandang hutang sebagai sebuah amanah
yang harus ditunaikan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

R G Bl 03 6 55 ey o35 08 E (31 7 A s 8 08 3085 8 o o sl
PO

“Demi dzat yang jiwaku berada di tanganNya, seandainya seorang laki-laki

terbunuh di jalan Allah Subhanahu wata’ala kemudian dihidupkan lagi, lalu

terbunuh lagi dua kali, dan dia masih memiliki hutang maka dia tidak akan
masuk surga sampai hutangnya dilunasi.” (HR. An-Nasa'i).

Ulama fikih Islam sepakat bahwa jika seorang suami berhutang maka istri tidak
bertanggung jawab membayarkannya karena kewajban nafkah adalah pada seorang
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suami dan bukan pada seorang istri. Namun tidak ada larangan jika istri ingin
membantu melunasi atau meringankan beban hutang suaminya, bahkan apabila sang
suami termasuk dalam kategori orang yang berhak mendapatkan zakat, sang istri boleh
membayarkan zakatnya kepada suaminya sendiri (Ibnu Utsaimin 2007).

Berkenaan tentang wajib atau tidaknya seorang suami membayarkan hutang
istrinya jika berkaitan dengan kebutuhan istri yang merupakan bagian dari nafkah yang
harus ditunaikan seorang suami, ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang dapat
menggugurkan kewajiban nafkah dari seorang suami kepada istrinya.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah bisa gugur dari kewajiban suami
apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Dengan syarat bahwa sebelum salah satu
pihak pasangan meninggal dunia, hakim tidak memutuskan kepada istri untuk
berhutang demi memenuhi kebutuhan nafkahnya. Apabila sebelum salah satu pihak
pasangan meninggal dunia hakim sudah memutuskan kepada istri untuk berhutang
demi memenuhi kebutuhan nafka{xnﬁaﬁﬁa];alﬁlﬁx,a{r} tersebut menjadi tanggung jawab
suami sebagai pemberi nafk rena hutang tidak gfufgur dengan kematian orang yang
bertanggung jawab membayarnya. Begitu pula kewajiba fkah bisa gugur dari suami
apabila istri melakukan~perbuatan nusyuz jika hakim tidaf]g memutuskan istri untuk
berhutang demi meme&%l}lﬁli kebutuhan nafkahnya. (As-Sarkha@1989)

Madzhab Maliki nrengatakan nafkah bisa gugur dari lg’wajiban suami dengan
beberapa sebab diar@f‘lranya adalah bangkrutnya suami atau ri@tidakmampuan suami
dalam menunaikan natkahnya kepada istri baik dalam keadaan suami sudah melakukan
senggama dengan ist#inya atau belum. Jika suami sudah manipu untuk menunaikan
nafkah, istri tidak bérhak untuk menagih nafkah yang sempat-tidak diberikan ketika
suami tidak mampufwalaupun hal ittt adatih perintah dari seorang hakim yang
bermadzhab Maliki. Kewajiban nafkah juga bisa gugur apabila istri makan bersama
suami atau mengenakar‘-ﬁp kaian bersama suami, walau suami tidak secara zahir
menafkahi istrinya akan té&api dengad kéjadian di atashaka suami sudah dianggap
menunaikan kewajiban nafkahn‘y&ujan telah gugu \d(}mnya kewajiban memberi makan
dan pakaian kepada istrinya. Kem d{adlk@ué.j:ﬂ nafkah gugur apabila istri menolak
ajakan untuk berhubungan badan dengan suaminya, maka kewajiban suami memberi
nafkah gugur pada hari dimana istri menolak ajakannya tersebut. Kewajiban nafkah
gugur apabila istri keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Begitupula kewajiban nafkah
gugur apabila suami mentalaq istrinya dengan talaq ba’in atau karena istri mengajukan
khulu, dan yang terakhir kewajiban nafkah bisa gugur dengan wafatnya salah satu
pasangan.

Madzhab Hambali menyebutkan bahwa kewajiban nafkah akan gugur apabila istri
berbuat nusyuz, nafkah gugur dari kewajiban suami pada hari di mana istri melakukan
nusyuz dan kembali wajib pada keesokan harinya. Nafkah juga gugur dengan talaq ba’in,
kecuali istri sedang hamil. Maka walaupun sudah jatuh talaq ba'in akan tetapi istri
sedang hamil maka nafkah tidak boleh diputus begitu saja. Kewajiban nafkah akan
gugur apabila suami wafat, walaupun istri sedang hamil nafkah tetap gugur dari
kewajiban suami karena suami sudah wafat. Barangsiapa tidak menunaikan nafkah
kepada istrinya baik karena uzur atau tanpa uzur, maka kewajiban nafkah tersebut
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tetap menjadi wajib dan dianggap sebagai hutang yang harus dibayarkan. Baik dalam
dalam keputusan hakim atau di luar putusan hakim (Al-]Jaziri 2003).

Jika seorang istri berhutang, maka perlu ditinjau apakah istri berhutang untuk
memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, atau untuk hal-hal di luar kebutuhan
hidup. Penulis melihat bahwa hutang piutang yang dilakukan oleh istri perlu dikaitkan
dengan masalah nafkah karena kebutuhan atau bukan termasuk nafkah jika merupakan
di luar kebutuhan. Allah subhanahu wata’ala berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

BT 3 Lot 200 REY 2 o1 oo 5 483, e 58 g a3 Ban 5 )
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan
orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.

Seperti yang sudah dijelaskan d"ha}ﬁt\@s,ﬁxﬂ'aj@ﬂgas: ulama fikih dari kalangan madzhab
Syafi’i dan madzhab Hambali\bﬁ}pendapat bahwaiLY{,e)Najiban memberi nafkah dapat
menjadi hutang seorang suyami kepada istrinya yang \ﬁa%;b ditunaikan apabila suami
tidak memberikannya t harus menunggu keputusan im, dan hutang kewajiban
nafkah suami kepad ﬁstrinya ini tidak dapat gugur begitu saja kecuali dengan
membayarnya atau dengan keikhlasan dari istrinya seperti halnya hutang-hutang yang
lain. Sesuai dengan fi@an Allah subhanahu wata’ala dalam sura’j‘-}Al-Baqarah ayat 233:

6 ¥) g R Ol 78085 583, 4 eﬁ}%é%%

Dan kewajiban aF-TyTah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara
yang patut. Seseorang tidak..idibebani melainkan, menurut Kkadar
kesanggupannya.

v

Dalam ayat di atas t_%{gdapat redaksi bahwa Allah subh3gpahu wata’ala mewajibkan
nafkah kepada para sua “ tuk istrinyadl secara mutlQ npa terikat dengan waktu
atau keadaan tertentu. Hukum_ gsal pada sesuatu, yang wajib adalah sesuatu tersebut
tidak dapat gugur begitu saja kectiali.dén Ané \u ikannya sebagaimana kewajiban-
kewajiban yang lain (Zaidan 1993). .

Ketika seorang suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah untuk istrinya,
terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih Islam dalam permasalahan ini.
Dengan dalil sebuah atsar dari Umar bin Khaththab yang menuliskan sepucuk surat
kepada para pimpinan di daerah Najd untuk memerintahkan kepada para suami yang
meninggalkan istrinya tanpa memberinya nafkah agar segera menafkahi mereka atau
segera menceraikannya, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali berpendapat bahwa
istri diberikan hak untuk memilih antara bersabar dan tetap dalam ikatan pernikahan
dengan status nafkah yang belum diberikan menjadi kewajiban hutang suami kepada
istrinya atau memilih berpisah dari suaminya sebagai alasan yang syar’i untuk
mengajukan gugat cerai. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa istri tidak berhak untuk
memilih berpisah dari suaminya dan harus bersabar hingga suaminya mampu untuk
menunaikan kewajiban nafkah kepada istrinya (Al-Mawardi 1999).

Madzhab Maliki menyelisihi pendapat jumhur atau mayoritas ulama fikih Islam
dengan berpendapat bahwa kewajiban nafkah suami gugur apabila suami tidak mampu
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untuk menunaikan kewajiban nafkahnya dengan dalil firman Allah subhanahu wata’ala
dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

& BT V) Leds 200 KTV 01 801 T s 263, e 508 g s 5 dac 5 )
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan
orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.

Berdasarkan ayat di atas madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berkewajiban
memberi nafkah adalah orang yang mampu, sehingga jika seorang suami tidak mampu
untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka kewajiban nafkah saat itu gugur dari
suaminya karena Allah tidak membebankan kepada seorang kewajiban melainkan
sesuai dengan apa yang Allah berikan.

Imam Al-Kharasyi dari madzk%p\%ﬁlq‘iS[y ngatakan bahwa jika seorang istri
menafkahi dirinya sendiri .kéﬁka suami~berada//dalam keadaan tidak mampu
menafkahinya, suami tidak@g-t’tanggung jawab untuk méﬁ%;ti nafkah tersebut karena
kewajiban nafkah telah @ur saat keadaan suami tidak mgmpu menunaikannya (Al-
Kharasyi 1900). & "

Kesimpulan hukum-dari perbedaan pandangan para ulam%ikih Islam di atas yang
dapat penulis tarik adalah bahwa pada asalnya kebutuhan istri adalah tanggungan
seorang suami sebagai kepala keluarga, seperti yang Allah jelékan dalam firmanNya
pada surat An-Nisaa'jayat 34: Fr

ep 8 iR, % ’:—:‘ 2am N e
sl e Vaillag o e e 1038 L Lol 10 50088 gl

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Hal ini karena Allah
telah melebihkan 3§e agian mereka (laki-laki) a sebagian yang lain
(perempuan) dan kaﬁé%; mereka {lakizlaki) telah m afkahkan sebagian dari
harta mereka. N /\;-J \ P

Namun dengan hal-hal yang éi%ébé!ﬂnm\gﬁ?kgn kewajiban nafkah seperti yang
disebutkan oleh para ulama fikih Islam di atas, maka kewajiban tersebut dapat gugur
dan membuat suami terlepas dari tanggung jawabnya. Ketika kewajiban nafkah gugur,
maka gugur pula tanggung jawab suami atas hutang yang dilakukan istrinya.

Inilah di antara kesempurnaan hukum Islam dalam memandang dan meninjau
sebuah permasalahan, penulis melihat bahwa apa yang dijabarkan para ulama fikih
Islam terkait nafkah dan kaitannya dengan hutang suami istri dalam ikatan pernikahan
adalah bukti bahwa hukum Islam adalah hukum yang paling adil dan paling
memperhatikan maslahat antara kedua pasangan suami istri. Sehingga menciptakan
kondisi yang penuh kehati-hatian antara suami istri dalam bertindak.

IV. KESIMPULAN
Kesimpulan berdasarkan pembahasan tinjauan hukum positif Indonesia terhadap
pertanggungjawaban hutang suami istri dalam ikatan pernikahan di atas adalah bahwa
jika salah satu pihak suami istri berhutang tanpa sepengetahuan pihak lainnya, menurut
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hukum positif Indonesia jika hutang tersebut merupakan hutang yang disepakati
bersama yang bertanggungjawab melunasinya adalah kedua belah pihak secara
bersama-sama. Namun apabila hutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan
persetujuan pihak lainnya baik digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan
bersama karena menggunakan harta bersama maka pertanggungjawaban hutang
tersebut dibebankan kepada pihak yang berhutang tanpa melibatkan pihak lainnya.

Sedangkan kesimpulan dari pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap
pertanggungjawaban hutang suami istri dalam ikatan pernikahan adalah hutang suami
adalah tanggung jawab suami dan dibolehkan bagi istri untuk turut membantu. Adapun
hutang istri pada asalnya adalah tanggung jawab suami, namun para ulama fikih Islam
memberikan penjelasan terkait hal-hal yang dapat menggugurkan tanggung jawab
suami untuk membayarkan hutang istri. Inilah bantahan sekaligus bahan diskusi
terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di pendahuluan.
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